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Permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu sebagaimana legalitas perkawinan yang 
dilaksanakan diluar negeri dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang 
dilaksanakan diluar negeri ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di 
Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif (Penelitian 
Normatif atau Library Research), melalui perundang-undangan, buku-buku dan Jurnal untuk 
mendapatkan data dan informasi yang jelas. Adapun metode pengumpulan data yang 
didapatkandalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kajian pustaka. Dari hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa prasarana yang cukup memadai dan didukung dengan lingkungan 
yang nyaman, dengan adanya legalitas perkawinan ini sangat penting karena adanya 
pencatatan perkawinan agar bisa memdapat kewarganegaraan indonesia jika dikemudian hari 
sudah menetap di Indonesia, dan yang menjadi kendala disini apabila tidak dicatatkan maka 
perkawinan itu dianggap tidak benar adanya, meskipun sudah melaksanakan perkawinan 
diluar negeri.Implikasi dari penelitian ini bahwa perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri 
harus dicatatkan dipegawai pencatat perkawinan di Indonesia supaya tidak ada masalah yang 
timbul setelah warga tersebut kembali ke Indonesia dan perkawinan itu bisa diakui sesuai 
hukum yang berlaku di Indonesia, dan undang-undang perkawinan di Indonesia harus 
memperjelas ketentuan aturan guna memperjelas apa akibat hukum yang timbul akibat 
perkawinan yang tidak dicatatkan. 
Kata Kunci: Legalitas, Mitzaqam ghalizhan, Pencatatan, Perkawinan. 
 
Abstract 
The main of problems in this study are asa the legality of marriages  that are carried out 
abroad and the legal consequences arising from  marriages that are conducted abroad in 
terms of Islamic law and marriage law in Indonesia. In this study uses descriptive qualitatie 
research (Normatif research or Library Research), through legislation, books and journals. 
Conducted to obtain valid data and information. As for the data collection method is used in 
this study is to collect literature study data. The results of this study indicate that adequate 
infrastrukture and supported with a comfortable environment, with the legality of this 
marriage is very important because of the registration of marriage in order to get Indonesia 
citizenship if later it has settled in Indonesia, and the obstacles her if not recorded then the 
marriage was considered to be untrue, even though the marriage had been carried out 
overseas. The implication of this research is that marriages conducted overseas must be 
recorded by register of marriage in Indonesia so that no problems arise after the citizen 
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returns to Indonesia and the marriage  can be recognized according to be law in force in 
Indonesia, and for marriage law in Indonesia must be clarified the provisions of the rules to 
clarify what the legal consequences arising from marriages sre not recorded. 
Keywords: Legality, Mitzaqam Ghalizhan, Pencatatan, Perkawinan 
 
 
A. Pendahuluan  
Hukum islam ialah yang dikemukakan bersama menytakan terhadap wahyu allah (al-
quran) dan sunnah rasul mengenai perbuatan mukallaf yang diyakini dan diakui sambil 
membelenggu jatah seluruh penganut islamdengan garis besar bertujuaan bakal  
mengasuh jalinan manusia sama allah swt, hukum islam adalah hukum yang diyakini 
memeiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran islam atau aturan yang ditetapkan allah 
atas hambanya yang bersumber dari al-quran dan hadis.1 
Perkawinan menurut Kompilasi huku islah ialah akad yang sangat kuat atau mitzaqam 
ghalizhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.2 
Sebelum adanya undang-undang yag mengatur, tentang kepastian, aturan dan 
dianggapnyaperkawinan terhadap orang Indonesia atas kebiasaan bersumber pada 
hukum adat,hukum agama yang diatur. Hukum perkawinan adat ialah suatu hubungan 
perempuann dan lai-laki, membentuk suatu keluarga yang dilakukan secara  agama,adat 
dengan melibattkan keluarga kedua belah pihak saudara sertakerabat. Sebelum Undang-
undang perkawinan dkatakan diberlakukan secara berhasil pada bulan oktober 1975, 
hukum perkawiinan di Indonesia ditata dalam berbagai bentuk aturan hukum atau sistem 
hukum yang diberlakukan berbagai kelompok warga masyarakat dan berbagai daerah 
ada berbagai macam bentuk aturan hukum perkawinan tersebut ialah:  Perkawinan 
hukum Adat 
Perkawinan hokum Adat hanya dibolehkan berlaku bagi orang-orang asli indonesia. 
Menurut hukum adat, suatu perkawinan tidak saja menyangkut soal yang mengenai 
orang-orang yang terkait (sebagai pasangan suami isteri), tetapi merupakan kepentingan 
seluruh anggota keluarga atau bahkan penduduk juga ikut berkepentingan didalam suatu 
                                                 
1 Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Cet. 1 Makassar: Alauddin Pers, 2012), h. 1 
2 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, (Cet. 1 Jakarta: Gamma Pers, 2010), h, 354 
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tersebut perkawinanu. berbagai contoh pada dasarnya suatu perkawinan adat didahuluii 
dengan adanya suatu pertunangan. Dan apabila suatu pertunangan tersebut tidak bias 
dilanjutkan ketahap perkawinan karena salah satu dari mereka membatalkan tunangan 
tersebut, maka salah satu pihak dirugikan berwenang menghendaki balik subtansi harta 
benda beserta kerugiannya terhadap sudut yang bersalah dan para anggota pemangku 
adat yang ditugaskan menyelesaikan msalah secara damai. 
Beberapa tujuan perkawinan terhadap kelompok adat yang bersifat hubungan 
kekerabatan, ialah untuk dapat menegakkan dan melanjutkan keturunan sesuai garis 
peternalistik atau kebapakan, umtuk kebahagiaan keluarga dan keturunan, untuk 
mendapatkan arti nilai adat budaya dan damai dalam bentuk membentengi 
kewarisannya. Demikian suatu tujuan perkawinan  hokum adat ini bermacam-macam 
keadaan ini sangat terpengaruh pada  keadaan lingkungan masyarakat adat yang 
berkaitan, kerena itu di Indonesia menjadi negara kepulauan dengan aneka ragam agama, 
adat dan kebudayaan yang berlainan tetapi semuaa itu tetap diakui, dihormati dan 
dimuliakan tinggi oleh lembaga konstitusi negara republik Indonesia yang dilambangkan 
dengan bhineka tunggal ika walau bercerai namun tetap satu dalam bingkai NKRI. Pada 
lazimnya sahnya perkawinan menurut warga hukum adat di Indonesia sangat terpengauh 
pada agama yang mereka anut, apabila suatu perkawinan stelah memenuhi persyaratan 
yang sudah jelas oleh hukum agama, maka perkawinan itu dianggap sudah halal/sah 
secara adat. Menurut (Hilman Hadikusuma, 1990:27-28) hanya saja walaupun halal/sah 
secara agama dan keyakinan yang mereka anut warga/masyarakat adat belum defisit sah 
menjadi penduduk adat dari masyarakat adat tersebut. Hukum Perkawinan secar Islam 
Hukum perkawinan islam aktif bagi orang-orang asli Indonesia yang menganut agama 
islam. kaidah perkawinan islam tercantum internal ajaran hukum Allah SWT dan para 
sunnahnya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab undang-undang hukum perdata 
yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, Cina dan Timur asing.3 Undang-undang 
perkawinan, lahirnya Undang-undang pada januari 02 1974 yang berlangsung terhadap 
semua WNI sebagian telah melengkapi ketentuan warga Indonesia. Ketentuan itu telah 
dikemukakan semenjak kongres perempuan Indonesia tahun 1928 dengan berbagai 
                                                 
3Jamaluddin dan Nanda Amalia, Hukum  perkawinan (Cet. I sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 32 
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impian dapat memperbaiki  kembali kedudukan perempuan dalam ikatan perkawinan. 
Berbgai maslah yang menjadi pusat perhatian mobilitas/pergerakan perempuan dalam 
waktu itu ialah perkawinan secara paksa, poligami dan talak yang seenaknya saja. Tepat 
Pada tahun 1950-an, pemimpin Indonesia mulai mengadakan pengaturan dibidang 
hukum perkawinan dengan dibentuknya struktur kepanitian pemeriksa aturan hukum 
nikah, talak dan rujuk. Bersama mengulas aturan perkawinan yang diberlakukan 
(WPKB), membuat dua bentuk (RUU) rancangan UU perkawinan yang masing masing 
bersifat khusus agama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu Budha). 
Selanjutnya, pimpinan Indonesia sudah berusaha membbentuk  (RUU) rancangan UU 
itu. harapannya agar Indonesia tidak lagi mengambil atau menuat UU yang telah 
disimpan oleh pimpinan kolonial belanda. Rancangan ini akhirnya diulas dalam sidang 
Dewan Perwakilan Rakyat tetapi itu tidak tercapai diwujudkan oleh UU  selanjutnya 
pada tahun pada tahun 1967-1971 Dewan Perwakilan Rakyat rujuk berdiskusi RUU 
perkawinan yang berisi tentang RUU perkawinan yang beragama islam yang bermula 
dari kementian Agama dan rancangan  kepastian awal perkawinan dari depertemen 
kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, permabahasan selanjutnya hasilnya menghadapi 
kemacetan karena katlik tidak menerima mendiskusikan suatu rancangan yang terkait 
tentang hukum agama, karena waktu itu wakil golongan katolik sedikit jumlahnya. 
Pada tahun selanjutnya kembali pimpinan mengemukakan rancangan terhadap DPR 
secara pembicaraan tingkat empat . tahap pertama ialah definisi pimpinan atas rancangan 
itu. Tahap kedua ialah pemikiran umum setiap fraksi atas rancangan itu dan balasan 
pimpinan terhadap pemikiran umum itu. Tahap ketiga ialah komprensi komisi 
(kelompok komisi III dan komisi IX) untuk meneruskan diskusi itu, kemudian diberikan 
terhadap suatu badan yang telah diberi nama badan/panitia kerja rancangan UU 
perkawinan. Tahap ke empat pemulihan keputusan (disahkannya Rancangan UU 
perkawinan) bersama didahului kesimpulan terakhir dari setiap fraksi. sesudah 
melampaui diskusi empat tingkat antara pimpinan dan  dpr maka Rancangan UU itu 
diteruskan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Tepat pada januari 1974 
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diundangkan, dengan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan lembaran negara 
nomor 3019/1974.4 
Diakuinya sebuah perkawinan seuai undang-undang perkawinan ialah berdasarkan pada 
hukum agama dan keyakinan mereka, sehingga sejak berlakunn undang-undang  ini 
maka upacaraa perkawinan menurut agama sangat berpengaruh antara sah atau 
tidakknya  perkawinan tersebut.  ini berakibat maraknya orang tidak malaksanakan 
pencatatan pada kantor pegawai pencatat perkawinan. percatatan perkawinan atau akta 
ialah akta suatu pernikahan karena akta nikah ialah bukti yang sempurna mengenai 
adanya suatu perkawinan.5 
Legalitas perkawinan dalam islam menurut imam al-jasiri ketika pernikahan tidak 
memenuhi rukun nikah maka disebut nikah batil (Akad nikahnya tidak sah) atau syarat 
nikah mana nikahnya disebut nikah fasid (akad nikahnya rusak).6 
Pencatatn perkawinan dan uu No.1 tahun 1974 Dinyatakan bahwa setiap perkawinan 
dicatat menurut perUUnhan yang ada. Didalam (Peraturan Pemerintah) No. 09 Tahun 
1975 dalam pasal (3) setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan itu dilaksanakan dan 
dijelaskan dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 10 hari ketiak mau perkawinan itu 
dilaksanakan. Diatur juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pencatatan perkawinan 
ini terdapat pada padsal 5 agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan itu harus di catat. 
Penerapan catatan perkawinan di Indonesia dapat mendukung dalam pelaksanaan 
perkawinan, perkawinan juga merupakan wadah untuk membentuk sebuah keluarga 
yang tentram dan penuh dengan kasih dan sayang, berdasarkan nilai-nilai agama yang 
menuntut adanya saling menyayangi diantara suami dan isteri. Betikut ayat Al-Qur’an 
yang menjelaskan (QS. nisaa/02:21): Yang Terjemahnya : bagaimana kamu akan 
mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang 
                                                 
 4 Jamaluddin dan Nanda Amalia, h. 32 
5 Soerjono Wignjodipoeree,  Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung, 1998), h. 55 
6 Abdurrahman A- Jusairi, Al fikih ala madzahib, juz IV (Surabaya: 2003) h. 119 
Legalitas Perkawinan yang Dilaksanakan diluar Negeri Ditinjau  
dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia 
 
Erni, M. Saleh Ridwan 
 
QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020  | 319 
lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 
Perjanjian yang kuat.7 
Kebahagiaan  dalam sebuah perkawinan ialah sebuah hal yang diharapkan oleh sebuah 
pasangan. Tetapi setelah pernikahan banyak masalah yang muncul ini ialah sebuah ujian 
dan menajalin rumah tangga yang kemungkinan bisa berdampak besar, bakan bisa 
menjadi dampak pada perpisahan.8 
 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif (Penelitian Normatif 
atau Library Research), melalui perundang-undangan, buku-buku dan Jurnal uuntuk 
memperoleh data dan informasi jelas. Adapun sisteme pengumpulan data dilakukan 
dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kajian pustaka. Adapun pendekatan 
dalam penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, karena peneliatian ini 
dilakukan menggunakan untuk memperolehgambaran mendalam mengenai objek.9 
Penelitian ini ialah  penelitian kepustakaan (Library Research), ialah  penelitian yang 
dilaksanakan dengan menggunakan  literatur pustakaan  baik berupa jurnal fiqh, 
Undang-Undang, catatan dan jurnal. Serta literaturpustaka lainnya yang terkait dengan 
permasalahan yang akan dikaji.10 Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan 
yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca serta 
mengolah bahan penelitian.  
Menurut  Mestika Zed kepustakaan ialah sehubungan aktivitas yang berkenaan dengan 
proses mengumpulkan data pustaka, mendeteksi dan mentranksipkan  sambil  
mengadaptasi teori/bahan penelitian dengan seputar bukti sebagai berikut: Bahwa 
kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, peneliti berhadapan langsung 
dengan informasi statis (tetap). Data pustaka siap pakai (Library made) yang artinya 
                                                 
7 Kemetrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 406 
8 Tihami dan sohari sahrani, Fiqh Munakahat Kajian fiqh nikah lengkap (cet. V; Depok: Rajawali pers, 
2018), h. 229 
9 Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004), h.3 
10Hardawi Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gajah mada Universiti, 1998), h. 78 
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peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan dan 
sumber yang tersedia di perpustakaan. Peneliti berpapasan reflex/langsung dengan 
bacaan, teks (nash, tulisan) atau data jumlah dan buku pengetahuan langsung dari 
lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Bahwa data 
pustaka umunya adalah sumber sekunder dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan 
dari tangan kedua dan buku data orisinal dari tangan pertama dilapangan. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Legallitas Perkawinan Yang Dilaksanakan Diluar Negeri Ditinjau Dari 
Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. 
Menurut uu Nmor. 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan ialahsuatu terikatnya seacra bantin 
antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami dan isteri dengan bertujuan 
untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah bahagia keka abadi 
sesuai ketuhanan yang maha Esa. Pasal 2 ayat (1) perkawinan ialah sah apabila 
dilaksankaan sesuai hukum yg ada ditempat itu agama keyakinanya itu dan dicatatkaan 
mennurut aturan uu yang berlaku.11 Menurut KUHPerdata dengan undang-undang No.1 
terdapat beberapa perbedaan ialah  KUHPer terdapat aspek agama dan tidak menganut 
Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 
1 Tahun 1974 Perkawinan ialah negara menjaminkan hak warga negara untuk 
membentuk keturunan melalui perkawinan yang diakui, menjamin hak anak atas 
kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan didalam undang-undang 1945.12 
Menurut undang-undang Nmoro. 1 Tahun 1974 pasal 56 ayat (1) perkawinan yang 
dilaksanakan diluar negeri atau diluar Indonesia antara dua orang warga negara 
indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan warga negara Asing ialah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu 
                                                 
11 Undang-undang republik Indonesia  No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ( Cet. 1; Jakarta: 
Gamma Pers, 2010), h.2 
12 Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia, ( Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 83 
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dilaksanakan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-
undang ini dengan catatan dalam jangka waktu satu tahun setelah suami dan isteri itu 
kembali ke wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan dikantor 
pencatatan perkawinan dimana mereka tinggal. Beberapa persoalan yang timbul tentang 
penentuan sahnya perkawinan yang membawa implikasi pada pencatatannya misalnya 
tentang kapan sahnya perkawinan itu diakui. Apakah pada waktu perkawinan itu 
dilaksanakan secara sah menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya 
itukah pada waktu pencatatan. Persoalan ini tidak akan timbul apabila waktu 
melangsungkan perkawinan itu dan waktu pencatatannya dilakukan pada hari yang 
sama, persoalan muncul apabila terjadi perbedaan waktu antara melangsungkan 
perkawinan yang dilakukan dengan tata cara masing-masing hukum agamanya dan 
kepercayaannya itu dengan waktu pencatatan perkawinan 
Perkawinan yang dilaksanakan menurut agama adalah suatu peristiwa hukum yang 
dilihat dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, warga 
negara indonesia yang tinggal diluar negeri dengan beragama Islam bisa perkawinan 
menurut dengan uu tersebut, administrasinya dapat diselesaikan dibidang konsuler 
pemerintah republik Indonesia.13 Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri 
dengan beragama Islam, bisa melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-undang 
tersebut, yang urusan administrasinya diselesaikan dibidang konsuler pemerintah 
Republik Indonesia dalam suatu hal perwakilan republik Indonesia wajib mengadakan 
pengawasan, pendaftaran dan pencatatan terhadap perkawinan warga negara Indonesia 
sesuai dengan ketentuan agama Islam bagi warga negara yang beragama Islam. 
Pencatatan perkawinan antar negara Indonesia atau dengan warga negara asing yang 
dilaksanakan di luar negeri dilakukan dikantor perwakilan republik Indonesia dan 
dilakukan oleh pegawai pencatat.14 Menurut Amiur Nuruddin dan AzhariAkmal 
Tarigandalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Islam Di Indonesia”. Mengapa 
pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat 
                                                 
13 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama RI Tentang Pencatatan Perkawinan No. 19 Tahun 
2018 
14 Republik Indonesia, Peraturan  Pemerintah  No 25 Tahun 2008, Pelaksanaan Undang-Undang 
Perkawinan 
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al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, hal 
tersebut dikarenakan suatu larangan untuk mencatat sesuatu selain al-Quran, karena 
kultur tulis tidak begiti berkembang dibandingkan dengan hafalan/ingatan, maka yang 
sangat diandalkan ialah hafalan/imgatan, kerena mengingat sebuah peristiwa perkawinan 
bukanlah sebuah hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan, dalam pernikahan ada sebuah 
tradisi walima al-ursydisamping ada saksi syar’i.Karena pada masa awal islam belum 
terjadi antar wilayah yang berbeda, karena biasanya calon suami dan calon isteri 
diberada di wilayah yang sama, sehingga alat bukti selain saksi itu belum dibutuhkan, 
tetapi sejalan dengan berkembangnya zaman banyak dinamika perubahan yang terjadi.15 
 
2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Perkawinan Yang Dilaksanakan Diluar 
Negeri uu dan hukum islam Perkawinan Di Indonesia 
Akiibat hukuum merupakan sesuatu akibat yang telah terjadi dari perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat yang lain 
yang disebabkan karena kejadian dengan hukum yang bersangkutan telah ditentukan dan 
diakui sebagai akibat hukum. Akibat hukum ini melahirkan suatu hak, kewajiban bagi 
para subjek hukum atau biasa kata lain akibat hukum ialah akibat yang timbul oleh 
peristiwa hukum.16 
Akibat perkawinan didalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
perkawinan, disebutkan tiga akibat perkawinan, yaitu: Adanya hubungan suami isteri; 
Hubungan orangtua dengan anak; Hubungan harta kekayaan. 
Sejak terjadinya suatu perkawinan timbullah hubungan hukum antara suami dan isteri, 
hubungan hukum ini ialah, hak dan kewajiban suami isteri hak dan kewajiban isteri 
diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974.17 
                                                 
15Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Cet, VI; Jakarta: 
Prenada Media Group, 2016), h. 135 
16 Dudu Duswara Macmuhdin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), h. 50 
17Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h.73  
Legalitas Perkawinan yang Dilaksanakan diluar Negeri Ditinjau  
dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia 
 
Erni, M. Saleh Ridwan 
 
QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020  | 323 
Perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan diluar negeri wajib di catatkan 
kepada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan 
republik Indonesia. Diera kehidupan yang modern gaya hidup dijadikan sebagai trend 
bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahandiluar negeri. Dalam hal terjadi 
suatu perkawinan yang dilakukan diluuar negeri yang tidak dicatatkan dikantor pencatat 
perkawinan di Indonesia makaperkawinan dinggap tidak sah dan tidak diakui di negara 
Indonesia, resiko yang timbulmungkin dihaadapi pasangan yang kawin diluar negeri dan 
tidak mendaftarkannya dan mencatatkannya batas waktu yang ditentukan oleh undang-
undang. Suatu Perkawinan tidak berkekuatan hukum apapun ketika mau melindungi 
hak,pemenuhan kewajibannya tersebut baik isteri ataupun suami. Perkawinan yang tidak 
dicatatkan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara 
hukum perempuam tidak dianggap isteri sah dan tidak berhak atas nafkah dan warisan 
dari suami ketika meninggal dunia. Dan isteri juga tidak berhak atas harta gono-gini atas 
perceraian karena secara hukum perkawinan tidak akan pernah dianggap pernah terjadi 
dan dapat kehilangan kewarganegaraannya.18 Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat 
merugikan isteri baik secara hukum maupun sosial, secara hukum, perempuan tidak 
dianggap sebagai isteri sah. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami ketika 
meninggal dunia. Dan isteri juga tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi 
perceraian, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Warga 
negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dapat kehilangan 
kewarganegaraan Indonesia, jika mereka ingin tetap menjadi warga negara Indonesia 
harus menyatakan keinginanya kepada pejabat. Warga negara Indonesia dapat 
memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika sudah tinggal di Indonesia 5 Tahun 
berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. 
 
D. Penutup 
Perkawinan ialah sah bilamana syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam islam telah 
terpenuhi. Perkawinan itu sah dimanapun perkawinan itu dilaksanakan perlu dicatatkan 
karena dalam alqur’an tidak ada aturan yang nyata tentang pencatatan perkawinan dan 
                                                 
18 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.277 
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dalam fikih tidak memberi perhatian yang serius maupun ayat al-Qur’an. Akibat hukum 
yang tidak dicatatkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan tersebut 
tidak dianggap benar adanya atau tidak diakuinya adanya perkawinan. perkawinan yang 
dilaksanakan antara dua orang indonesia atau seorang warga negara indonesia dan warga 
negara asing itu adalah sah ketika dilakukan perkawinan sesuai aturan hukum dimana 
tempat perkawinan iru dilaksanakan dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara 
tersebut dan warga negara indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang tersebut, 
tetapi dalam waktu setahun suami dan isteri itu kembali ke ke negara indonesia 
wajibdidaftarkan dengan bukti akta pernikahan dari negara tempat mereka melaksanakan 
pernikahan. 
Perkawinan yang dilaksanakan diluarnegeri harus di catatkan di pegawai pencatat 
perkawinan di Indonesia supaya tidak ada masalah yang timbul setelah warga tersebut 
kembali ke Indonesia agar perkawinan tersebut diaanggap ada dan diakui menurut 
hukum yang berlaku di Indonesia. Warga negara Indonesia yang beragama islam atau 
non Islam wajiib memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dan semua 
peraturan yang bisa menjadi penyebab terhalangnya suatu perkawinan. Bagi warga 
negara Indonesiia yang ingin melaksanakan perkawinan di luar negeri harus 
memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur menurut undang-undang perkawinan 
yang ada di Indonesia dan di neegara tempat perkawinan itu akan dilaksanakan. Harus 
meminta izin ke kedutaan besar republik Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam 
nomor 1 dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan, 
melampirkan fotocopy akta kelahiran, fotocopy paspor, melampirkan data kedua 
orangtua warga negara asing sesuai dengan yang dibutuhkkan dalam pengisian data pada 
akta perkawinan, kalau sudah bercerai, bukti surat diserahkan ke KUA. Agar perkawinan 
yang dilangsungkan tidak ada lagi masalah mengenai administrasi. Undang-undang 
perkawinan di indonesia harus memperjelas ketentuan aturan guna untuk meperjelas apa 
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